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ABSTRACT
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

is a law that manage all of educational system, included Islamic
educational system. Based on the law, [slamic educational
implementation in general school has streght and weakness. The
streght of it is Islamic educational implementation as a element of
the education system can help to reach the national education
purpose. Meanwhile, its weakness can find for several aspect such
educational result, matter and time allocation, Islamic rcligion
teacher, environment, and Islamic learning methodology.

Kata Kunci: pendidikan agama Islam, sekolah umum

Pendahuluan

Sejak kemerdekaan sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah banyak dikeluarkan
regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sckolah, baik dalam bentuk
perundang-undangan, keputusan menteri, ketetapan MPR/MPRS dan peraturan
pemerintah, di antaranya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB
XIII Pasal 31, Undang- Undang RI nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan
dan Pengajaran di Sckolah, Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 1954, TAP,
MPRS No.XXVII/MPRS/1966, UU.R.I Nomor 2 Tahun 1989 teniang Sistem
Pendidikan Nasional, dan sebagainya.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan agama pada mulanya tidak masuk
ke dalam kurikulum sckolah umum.Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa
pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemenintah/sckolah
atau adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan lembaga-lembaga
pendidikan Islam yang sudah berkembang di tengah masyarakat terutama sistem
pendidikan madrasah dan pondok pesantren.
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Pendi

rkembﬂ"B'“ ngan ) ;
r':rspeﬂf??”""d“ﬂﬂ' lﬂffj nﬁang-U“d"ﬂE Dasar chubh’k Indonesia Tahun 1945
pasal 31_ ayat 1 3:I e gara berhak mendapat Pmsajam; dlal'l 2) Pemcn.nhh
berbunyi: 1) T1ap- tiap W e -rakan satu sistem pengajaran Nasional yang diaty,
mengusahaka?
dengan lfndang_-uﬂ'.jfmig&m stkan bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupay

Isi konstgmsL ﬂ;ams mengupayakan satu sistem pengajaran yang benar-benar
bangsa, pemeimimdj  emua USUT bangsa yang sangat m,ajcmuk cFa'lam berbagai
mampu MENg; su(l]ru bangsa. otnis, budaya dan sebagainya). Konstitusi ini juga menuntut
el ('a%:hﬁntcgem mengupayaka sebuah undang-undang yang mengaur sistem
pcmeﬂﬂ
B s . emerdekaan pada tanggal 17 AgUSIUS 1945, usaha-usaha

klamas :
m’sl::(ﬂkn:npgzlmn mengembangkan pendidikan adalah: pertama sekali nm.nbcﬂmk
: dan Pengajaran tahun 1946 pada masa Menten PP dan

iti lidik Pendidikan : en|
;ﬁ;ﬁiﬁéi panitia tersebut diketua oleh Ki Hajar Dewantoro. Panitia itu bertugas

untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan/

jaran.’ . i .
PengaJchcana pokok-pokok pengajaran yang dirumuskan Paaitia il mehEsike
sebuah gambaran bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pengajaran nas!unal yang
“kehendaki oleh pasal 31 UUD 1945 adalah pendidikan dan pengajarar nasional yang
bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan
kebahagiaan masyaraka. N

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem
pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: (1) sistem pendidikan dan pengajaran
pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan
warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dan (2) sistem pendidikan dan pengajaran
Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang
bercorak isofatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi
pola pendidikannya.?

Kedua sistem pendidikan yang ada pada awal kemerdekaan tersebut di atas,
sering dianggap saling bertcntangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah
satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang periama pada mulanya hanya
menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan
atas saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan madrasah dan pesantren) turnbuh
dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat- akar dalam masyarakat
serta dinikmati oleh kalangan bawah.

' Sistem pendidikan yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini bukanlah
sistem pendidikan dan pengajaran warisan pemerintah kolonial Belanda yang bercorak
sekuler dan netral terhadap agama, tetapi bukan pula sistem pendidikan warisan dari
ummat [slam. Tampaknya mereka menghendaki terjadinya perpaduan atau integrasi

'Haidar Putra Daulay, Sejarak Pertumbuhan dan Pemba ici [

F , ruan Pendidikan Islam di

!ndouef;g gm]ﬂ[ : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 83 o
id., hal. 76
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antara kedua sistem pendidikan dan Pengajacan warisan budaya bangsa terscbut menjadi
satu sistem pendidikan nasional, i

[;la}anl ﬂlCT‘l_lfl'lank:m tugasnya, khusus dajam bidang pendidikan zfgam.':i, Panitia
Penyclidik Pengajaran RI menghasilkay rekomendasi schagai berikut:pertamd,
pelajaran agama dalam semua sckolaly diberikan pada jam pelajaran sckolah.Kedua,
para guru dibayar oleh pemerintah, ketiga, pada sclfc;Iah dasar, pendidikan ini diberikan
!m]lai kelas IV, k.eempar, pendidikan tersebut djselenggarakan seminggu sckali pada
jam tertentu, kelima, para guru diangkat oleh Departemen Agama, keenam, para guru
agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, kefujuh, pemerintah
menyediakan buku untuk pendidikan umum, kedelapan, diadakan latihan bagi para
guru agama, kesembilan, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan
kesepuluh, pengajaran bahasa Arab tidak dibytuhkan.?

Sebagai kelanjutan dari rekomendasi terschut, pemerintah mengeluarkan PF"
No. 1/SD tanggal 3 Januari 1946 dan pada tanggal tersebut dinyatakan secara resmi
berdirinya Kementerian Agama. Perkembangan berikutnya, Menteri Agama me!alurl
keputusan Nomor 1185/KJ tanggal 20 Nopember 1946 menyempurnakan organisasl
Kementerian Agama dan membentuk komisi yang bertugas melaksanakan kewajiban-
kewajiban antara lain: a).Urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen,
b).Urusan pengangkatan guru agama dan c).Urusan pengawasan pelajaran agama.”

Untuk merealisasikan hasil di bidang pendidikan agama, maka Menteri PP & K
dan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Bersama No. 1142/bhg.A (Pengajaran)
tanggal 2-12-1946, No. 1285/K.J. (Agama) tanggal 12-12-1946 yang menentukan adanya
pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan berlaku efektif mulai 1-1-19472

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama di sekolah secara resmi
dilaksanakan pada tanggal 1-1-1947 yang didahului oleh keluarnya peraturan bersama
Menteri PP & K dan Menteri Agama dan diajarkan pada kelas IV sekolah dasar
(Sekolah Rakyat).Untuk membuat rencana pengajaran agama dibentuk Badan
Penasehat yang dinamai: Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam (tahun 1947
M), yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dan Drs. Abdullah Sigit.

Setelah pemerintah Republik Indonesia Serikat berpusat di Jakarta (tahun 1950),
maka mulai diadakan kesatuan rencana Pendidikan Islam untuk seluruh Indonesia.
Kebetulan waktu itu Mahmud Yunus dipindahkan dari Kementerian Agama Yogyakarta
ke Kementerian Agama RIS Jakarta (3 September 1950).Maka diusahakanlah oleh
Sekjen Kementerian Agama RI Yogyakarta Mr. Sunaryo bersama Mahmud Yunus untuk
mengadakan kompromi antara rencana Sumatera dengan rencana Kementerian Agama
Yogya. Karena menurut rencana Sumatera pendidikan agama dimulai dari kelas I SR
sedangkan menurut rencana Kementerian Agama RI Yogya dimulai dari kelas [V$ 1

5Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah dan Sekolah (Jakarta: LP3ES, | 991, hal. 01
“Darwis Dasopang, “Pendidikan Agama Is!am di Sekolah: Telaah Historis dan D;nan;ika
Perkembangannya” dalam “Pendidikan dan Psikologi Isiam™ Al-Rasyidin (ed.) (Bandung;
Citapustaka Media, 2007), hal. 56 ?
s Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan a4 ks
PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hal. 10 . arta:
6Mahmud Yunus, Sejara Pendidikan Islam di Indonesiq (Jakarta: Hidakarya A
1983), hal. 358 gung,
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sraturan resimt pcrlun_‘m'm“'“"tl pPendidikan
dalam II.‘JLI:d;mg—Undmlg Pendidikan :!'hu" 1950 non
bab XII Tentang Pengajaran Agama €t sckolah-sekq
ayat (1) dalam sekolah-sekolah negeri dlacliakap o ey
menetapkan apakah anaknya akandT engikuti pelajaran tersebut, gay (z}mund
menyelenggarakan pengajaran agade? sekolah-sekolah negeri diatur dalam Peratgy.
yang ditetapkan oleh Menteri Pen kan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersam,. Fan
dengan Menteri Agama.* Samg

Untuk keseragaman pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yp,
Departemen Pendidikan, Pengajaran da‘n Kebudayaan dan Departemen HE?': \
mengeluarkan keputusan bersama yang dli.ce]uarkan pada tanggal 16 Juli 195, yarxr:a
menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulaj kelas I'V Sekolah Rakyat se[amﬁ
dua jam perminggu. Di lingkungan khu.SHS dimana Islam kuat, pelajaran agama my|;;
di kelas I dan jam pelajaran ditambah 4 jam perminggu * Peraturan bersama ity memua;
isi antara lain: (a) pada tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dap vak)
diberikan pendidikan agama (pasal 1); (b) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama
dimulai di kelas IV, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu (pasa) 5
ayat 1); (c) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas |
dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 Jjam semin
dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah ity
tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya di lain-lain
lingkungan. (pasal 2 ayat 2); (d) Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan
tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak, diberi
pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. (pasal 3); (e)
Pendidikan Agama diberikan menurut agama murid masing-masing. (pasal 4 ayat 1);
(f) Pendidikan Agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid
sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama. (pasal 4
ayat 2); dan (g) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama
yang sedang diajarkan pada waktu itu, dan murid-murid yang meski pun memeluk agama
yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti
pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu. (pasal 4
ayat 3).°
Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 1954 antara lain berbunyi: (1)

Dalam sekolah-sckolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orangtua mﬂﬂﬂ‘a}?k“n
apakah anaknya mengikuti pelajaran terscbut; (2) Cara menyclenggarakan pengajaran
agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pcndidikfﬂ}
Pengajaran dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama. Penjelasan pasal ini

antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak boleh mempengaruhi kenaikan
kelas pada murid."

Agama di sckolah dapay a:
‘ pat dite
101 4."Tentang hal jn; Lcrdap::ukan

lah nf:geri, pasal 2() sebagaj beri)
pelajaran agama, oran e

"Karel A, Steenbrink, Pesantren ..., hal. 91-92

*Djumhur dan Danasuparta, Sejarah Pendidikan, (Bandung: CV 1lmu, 1976), hal. =
*Karel A, Steenbrink, Pesantren ..., hal. 92

""Djumbhur, Sejarah ...  hal.27 1 -2’?;2

"Karel A. Steenbrink, Pesantren ..., hal. 91-92

'e T
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Sclcla!l gagalnya gerakan G-30-8/PK | melakukan pcmbcmnlalfan pada tahun
1965, pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar
terhadap pendidikan agama, sebab disadarj den ::mbcrmcnlalkan agama yang l-matl_ah
bangsa Indonesia akan terhindar dari paham kof:; nniq Untuk merealisasikan cita-cita
tersebut, maka ketetapan MPRS No. XX Vllf&P‘liS” 966, pasal | memutuskan
pm‘ldidillcan agama :|111enj adi mata pelajaran di sekolah-sekolah dasar sampai universitas-
universitas neger."

l(etet‘apan MPR_S .ini mcnj. adikan pendidikan agama semakin kokph kedudukan-
nya da]am sistem pendidikan nasional dan membuktikan bagaimana pentingnya peranan
pendidikan agama dalam upaya mengantisipasj usaha-usaha pihak Juar yang akan
merongrong eksistensi bangsa Indonesia yang agamis. Ketetapan MPRS ini diikuti
dengan lahimya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tang.gal.}:S Oktober tahun 1967, dimana ditetapkan bahwa kelas'l da_n Il
Seko]._ah Dasar diberikan mata pelajaran agama 2 jam perminggu, kelas I1I tiga jam
perminggu, d_an kelas IV, 4 jam perminggu. Hal ini berlaku juga bagi SMP dan SMA.
Sedangkan_ di Perguruan Tinggi diberikan 2 jam perminggu. )

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami
perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan zaman
munculnya angkatan baru yang disebut Angkatan 66. Pemerintah orde baru bertekad
sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya
secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk
kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat sekaligus (simultan).Oleh karena itu Orde
Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. '

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut di atas maka kehidupan beragama
dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur
organisasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.Dalam sidang-sidang MPR
yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa
pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sckolah-sekolah negeri dalam semua
tingkatan (jenjang) pendidikan. Dalam GBHN-GBHN itu dirumuskan sebagai
berikut:Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti
adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani
dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan Ingin
berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan
lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi
pangkal tolak pembangunan di bidang agama.® /

Pada tahun ajaran 1976 diberlakukan kurikulum 1975 untuk SD, S
dengan surat Keputusan Menteri PP & K No. 008/C/U/1975, No, OOI\E’;[!'IE)?'E]I;IS;:?

2Haidar Putra Daulay, Sejarah ..., hal. 90
Karel A, Steebrink, Pesantren..., hal. 9:1 N
4Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, peker;
» a
Dirjen Binbaga Islam Depag, 2010), hal. 155 Ja sama dengan
Ibid., hal. 156
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] jiaran pendidikan agama untuk 8D tetap seperti kurikulum 1968, sedangkan
am pengajaran pe :

QI TP dan SLA ditetapkan menjadi 2 jam pelajaran pada sctiap minggu. Demikian
ey g :‘iilL‘taipkan kurikulum 1984, kedudukan pendidikan agama, baik fungs;,
e o dLl? f;;la[:lpuu jumlah jam pelajarannya berlangsung seperti yang sudah berjalan, 's
era!1aPa da era pembangunan sekarang ini, pendidikan agama di masyarakat tetap
dibina dan digalakkan dalam usah_a untuk mengembangkan kehidupan !Jcraga.ma,
Pendidikan agama dalam arti sebagal salah satu bidang studi telah diintegrasikan dalam
kurikulum sekolah-sekolah negel'LHa! tersebut di atas ditegaskan dalam TAP. MPR
1983 tentang GBHN bidang agama, poin 1 ¢ dan 1 d, sebagai bcriku_t:perrama. Dengan
semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di
dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan (1¢.) dan kedua,
Diusahakan supaya terus benam]ﬂah Sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan
kehidupan keagamaan dan kehldul_:ran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah,
mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri (1d)."

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem
pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang
Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, maka kedudukan pendidikan agama
menjadi semakin kuat. Antara lain dalam undang-undang tersebut mengenai pendidikan
agama disebutkan bahwa: penyelenggaraan pendidikan agama di dalam keluarga
sebagai upaya untuk menumbuhkan dan memberikan keyakinan agama (pasal 10 ayat
4); isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan selain wajib memuat
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga memuat pendidikan agama (pasal
39 ayat 2). Demikian pula secara eksplisit pendidikan agama dijumpai pula sebagai isi
kurikulum dari bahan kajian minimal bagi pendidikan dasar (pasal 39 ayat 3). Selanjutnya
pada pasal 38 ayat 2 dijelaskan tentang arti pendidikan agama, yakni merupakan usaha
untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama yang dianut olch peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan
tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar
ummat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.'s

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 menjelaskan status dan kedudukan
pendidikan agama tersebut pada Bab V Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada
setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.'®

Dengan berbagai urajan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama di
sckolah sudah mendapat perhatign yang sangat serius dari pemerintah Indonesia sejak
zaman l;cmcrdekaan Sampai sekarang, Hal ini dibuktikan dengan keluarnya berbagai
:::g"_' 'asi dan aturan yang Membahas tentang posisi penting pendidikan agama dalam

chidupan bangsa Indonesia, dimana aturan-aturan yang ada berkembang ke arah

:r\bdu.rratl\man Saleh, Pendidikan ..., hal. 13
mZuhamm. Sejarah hal. 237 o
P rini; } :
" ;2::":;"[ ah RI, Undang. (/g ang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sitem Pendidikan
alda eraturan pefak_mnammya (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 41-42
aidar Putrg Dau[ay, Sejarah ,hﬂl- 91
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yang lebih baik dari aturan yang saty ke aturan yang berikutnya, sehingga pelaksanaan

pendidikan agama di sekolah berpijak pada landasan hukum yang kokoh dan dapat
dipertanggungjawabkan,

Perspektif Kurikulum

Kurikulum secara kebahasaan, berasal darj bahasa latin currere, yang berarti
lapangan perlombaan lari. Secara terminologj, kurikulum berarti suatu program pen-
didikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan ;Jengalaman belajar yang dipr gramkan,
direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku
dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik, tenaga kependidikan
dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.?

Kurikulum menurut Abdur Rahman Saleh adalah: cita-cita yang dimauif:.:stasﬂcan
dfllaln bentuk program; jalan yang ditempuh; segala pengalaman anak di bawah
bimbingan sekolah; perangkat program pendidikan (yaitu kegiatan dan pengalaman
belajar) yang direncanakan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan;
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan
belajar-mengajar.?!

Berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa cita-cita suatu bangsa dijabarkan
dalam kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk
pengalaman-pengalaman pembelajaran yang berfungsi sebagai proses pematangan
tarap berfikir anak-anak bangsanya. Dengan demikian isi dan muatan kurikulum
senantiasa mengalami penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di tengah
masyarakat dengan tekanan yang berbeda.

Dalam dunia pendidikan Indonesia telah terjadi beberapa kali pergantian
kurikulum sebagai inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan
zaman demi tercapainya tujuan ideal bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dalam tata pergaulan dunia yang sangat kompetitif.

Kurikulum yang pertama sekali digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah
kurikulum tahun 1950, kemudian diganti dengan kurikulum 1958 yang dipergunakan
sampai tahun 1964, yaitu pada waktu kurikulum 1964 mulai disusun dan dilaksanakan
mulai tahun 1965, Kurikulum ini terus dipergunakan walaupun masih mengalami
perubahan sampai tersusunnya kurikulum 1968 dan mulai dipergunakan pada tahun

1969.22

Kurikulum 1968 merupakan kurikulum sekolah terakhir yang disusun sebeJum
Repelita I. Dan kurikulum 1975 adalah kurikulum yang disusun pertama kali dalam
periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada masa Repelita II.

Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahan kurilculum
1968, baik dilihat dari pengorganisasian materinya, pendekatan belajar mengajarnya
sarana prasarana, maupun sistem pengelolaannya. Kurikulum tahup 1975 teru;

®Majelis Pertimbangan dan Pemb;rdaygan Pendidikan Agama dan
Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Bina Mitra Pemberdayaan Mag;

M Abdurrahman Saleb, Pendidikan .... h?!...’r'?K .

2Ace Suryana dan HAR. Tilaar, AnalisiS Rebijakan Pendigitqy, Suatu Pen
(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hal. 97 gantar

Keagﬂhaan,}’anduan
asah, 2005), hal, |
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0 1984, yain; pada waktu kurikulum 1984 disusup Unty
ah tertentu.
di Indonesia sekarang adalah Kurikulum Tingkat Saty
gurikulum ymia iino"asi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Aspek
pendidiken (KSTP) s¢ | ulum yang berlaku sekarang adalah keseimbangan 5
, keterampilan (psikomotor), dan aspek sikap (ali'eksi)

3' ta]]u

¥ an ala .
yangdltt:kfm:(ahuan (ko gﬂlsl)

secard bersamaél'l ;ian Republik Indonesia Nomor 20 Th. 2003 tentang Siste,,
. Qndang" Eal pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengyy,
Per.lfild.lkan Na"sw a0 Agama, pendidikan Kewarganegaraan, b?h.aSa, matemati,
wajib mem;a]:;ﬁ“ “Jam, lmupengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmanj dap
I . : 24
L];:;F:gf keterampilam'ke_]uJ'H_ﬂP dan muatan lokal. |
Dalam Undang-Undang 0% pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajip
. oo nendidikan dasar dan ikut menentukan naik tidaknya siswa ke jenjang
bap) Jf:f:,-h ﬁfggi bahkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th.
;;?]% secara impl'isit menyatakan bahwa nilai pendidikan agama menentukan lulyg
tidaknya seorang peserta didik dari sebuah lembaga pendidikan.

Perspektif Jam Pelajaran N B
Dalam fase kemerdekaan era orde lama (1945 — 1959), pada masa ini Pendidikan

Agama Islam telah dikelola secara sistematis dalam muatan kurikulum nasional.Dalam
hal ini, guru agama di sekolah umum dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang
dapat menopang tugasnya. Alokasi waktu yang disediakan scbanyak 2 jam pelajaran
perminggu. Materi yang diajarkan meliputi akidah, syariah dan akhlak. Pengalokasian
terhadap pendidikan agama Islam yang demikian secara umum tidak jauh berbeda
dengan kebijakan pendidikan yang berlaku sampai dewasa ini.”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum,
kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok
mata pel.ajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaran dan
kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika,
dan mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

b _kusementara itu, mengenai struktur kurikulum SD/MI dapat dijelaskan sebagai
erikut: pertama, _kurlkulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan
}J;;gcmbangan diri seperti tertera pada tabel; kedua, subtansi mata pelajaran IPA dan
pada SD/MI merupakan [PA terpadu dan IPS terpadu; ke, belajaran

pada kelas I s/d I dilaksanakan melalui pendek erpadu; ketiga, pembela)
IV $d V1 dilaksanakan melaly melalui pende! atafl tematik, sedangkan pada l.(elas
untuk setiap mata pelajaran d?;ll:'ekl;gﬁkatan mata_ pelajaran; keempat, jam pembel_aj_aran
satuan pendidikan ﬂimullgkin}? ikan scbagmmana_. tertera dalam.snuktur kunlfllum
perminggu secara keselurahan i;;;lncnambah _makmmum c?mpat jam pembelajaran
; kelima, alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah

lbid., hal, 98

1‘Pﬂ'ﬂerintah RI U
3 ] ﬂdﬂﬂ ..U
“Samsul Nizar, Sejarqh; dg ndang Nomor 20 ..., hal. 22

Teaching, 2005), ha), 174 an Pergolakan Pemikiran Pendidikan Isiam (Jakarta: Quantum
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35 memit; dan Aeenam, minggu efek(if
34 38 minggu.

dalam | tahyn pelagaran (dua semester) adalah

Sedangakan struktur kurikulum SMp/MT« danat dijclaskan sebagai berikut:
pertama, kunkulum SMP/MTs mmnu:f[ll]:’:‘;f!I]‘:.l:I‘;l[;;:]::;.:”"nl muatan lokal dan
pengembangan ding Aedua, sublansi matg pela _lr;” (PA dan IPS pada SMP/MTs
merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu: ".""“'J:uthl'lqr; embelajaran untuk sctiap mata
pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalm;l{a"!ruflur kurikilum satuan pendidikan
dimungkinkan menambah maksimum ecmpat J';],;] pembclajaran per minggu sccara
keseluruhan; keempat, alokasi waktu saty jam pembelajaran adalah 40 menit; dan
kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 - 38 minggu.

Sementara itu struktur kurikulum SMA/MA adalag scbagai berikut: pertamd,
kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan
pengembangan diri, Kelas XI dan XII Program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan
terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri; kedua, jam
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam
struktur kurikilum Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam
pembelajaran perminggu secara keseluruhan; ketiga, alokasi waktu satu jam
pembelajaran adalah 45 menit, dan keempat, minggu efektif dalam I tahun pelajaran
(dua semester) adalah 34 — 38 minggu.

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh
dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat
tahun mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XTII. Struktur SMK/
MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata
pelajaran.”

Respon Masyarakat tentang Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Hingga saat ini bangsa Indonesia masih mengalami suasana keprihatinan yang
bertubi-tubi.Hasil survey menunjukkan bahwa negeri kita masih bertengger dalam
jajaran negara yang paling korup di dunia. Dari lingkungan pejabat tinggi hingga
lingkungan pejabat paling rendah; disiplin makin longgar, tingkat penindasan yang kuat
terhadap yang lemah scbagaimana tampak dalam tingkah laku semrawut dan saling
menindas para pelaku lalu lintas yang tidak kunjung hgrkumug, semakin meningkatnya
tindak kriminal, tindak kekerasan, anarchisme, premanisme, tindakan brutal, perkelahian
antar pelajar, konsumsi minuman keras, dan nilrkﬂbe} yang sudah melanda di kalangan
pelajar, white collar crimes (kejahatan |'fc”’_1' I“"l!?]. KIKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) yang melanda di berbagai nstitust dan lain-lain.”

Bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multi dimensional. Hasil kajian
berbagai disiplin ilmu dan pendckatan, lmppaknyﬂ ada kesamaan pandangan bahwa
segala macam krisis itu herpangkal dari krisis akhlak atau moral, Anchnya, krisis ini
olch beberapa pihak anlara lain dischabkan karena I‘\“ii“b’.ilh"l pendidikan agama.
Bertolak dari hasil survey di beberapd Nl—'!—,’““f“'“'“lh'-.'»'ln, Rusia, Pakistan, Bangladesh
Nigeria, Argentina, AS, Kanada dan sehagainya), Azyumardi Azra tidak setuju pad'c;

*Mendiknas, Lampiran permendiknas no.22

(Jakarta: Mendiknas, 2006), hal. 6-19
“Muhaimin, Rekonstruksi...,

Tahun 2006 ltanggal, 23 Mei 2006

hal. 54
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al discbabkan olch gagalny,

g8 TA ) qaraknya tindak krimin

1 yang mcngﬂ“'l"]fn , tindak kriminal lebih disebabkan olch: 1) lemahny,
Pcnj?f[h qn agam? Mﬂ‘:‘;ﬁ siafe (NCgard lembek) dalam penegakan hukum, Semuany,
pen ukunh“k‘““*“ aus | ﬂgok.man@fpah'ﬁc, dan lain scbagainya, 2) me‘-l:*abahnya
pence ansogok ™ S rang adanya political will dan keteladanan dari pejabg;.
i o nyakit sosial lainnya. Karena jp

.« digtur deng® ",

b ‘;‘; d]:?t::l‘L h nistiks d:;’"m rantas korupsi atau penyasi > ]

gﬂnubm publik mk m gecard simplistis mengkmnbmghltamkan .agama.
pel ila abllﬂ lZiI‘BHS""3 i pcll}'ebab maraknya tmdak krirninal fjl beberapa negara
Terlepas 427 isonﬁﬂ las pendidikan agama panyak menual komentar negatif
i [ndon ?‘)::f at awam, birokrat maupun masyarakat akademis,
dari masyarakab baik menilai pendidikan agama masih gagal disebabkan praktek
Buchori; be1128 T ian aspek kognitif dan mengabaikan pembinaan aspek
yahaoy37E L quntuk men nilai-nilai ajaran agama.Akibatnya
antara gnosis dan praxis

pene an
fyaitu kem. auan o peuggtahua.ﬂ dan pengamalan,
»

dalam kehidupan nllali agamﬂ majalah Tempo, 24 Nopember 2004 menyatakan bahwa
Mafth BT erlangsung saatin conderung masih mengedepanian aspek
Pmd‘.d!kaﬂ agfl;_‘m)' .- ada apeksi (rasa) dan psikomotonk (tingkah laku).
e cﬁnmfjﬁdaya b eliau meogatakan pendidikan agama lebih berorientast pada
Komaru ’ <ohingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai
iketahuinya.!

ah dari beberapa komentar di

van dengan ajaran agama yangd
pendidikan agama di sekol
atas dikarenakan: isi pendidikan agama yang ada terlalu akadem.is, terlalu Panyak
topik, banyak pengulangan idak perlu, akhlak dalam arti perilaku hampir tidak
i erhatikan, kecuall yang bersi i dan hafalan. Dalam hal pengajaranAJquran,
proses yang ada hampir tidak memungkinkan anak didik memiliki kemampuan membaca
tidak memadai.”

dan menulis Alquran dengan baik karena metode yang dipakai
paikan oleh Rasdiana

Salah satu komentar yang paling menarik adalah yang disam
\olah masih sebatas kemampuan membaca,

bahwa orientasi pembelajaran Alquran di se
belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna, Padahal untuk sampai
gguh dalam memahami

padaajaran Islam yang utuh diperlukan usaha yang sun gguh-sun
dung di dalam Alquran sebagai sumber utama ajaran

dan menggali makna yang terkan
[slam dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
Berbagai persoalan internal pendidikan agama Islam tersebut hingga kini belum
Lcargfahkan secara memadai, tetapi di sisi lain pendidikan Islam juga sedang ber-
; dapan dengan _faktor-faktor eksternal yang antara lain berupa menguatnya pen
udaya mate:nahsmc, konsumerisme, dan hedonisme, yang menyebabkan terjadinya
perubahan life style (gaya hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Di

Kekurangberhasilan

“Ibid., hal. 54.
®Muhaimin, Pe i

Rajagrafindo pcmm,zoﬁieﬂ?‘;?‘” Kurikulum Pendidikan Agama Islam(
*ibid. Y
Wibid,
“Husni Rahim, A

Timu, 2001), hal, 38 , Arah Bary Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Logos Wacand

Jakarta:



Magdalena, Pendidikan Agama Islam di S ekolah Umum 129

tengah-tengah suasana semacam ityd;
Islam seoptimal mungkin melalui ma
sekolah.

perlukan upaya ﬁmgsionalisasi pendidikat? agama
najemen kyrikyjum PAI yang lebih profesional di

Analisis terha 3 .

Sf’.cara k::spe:tf:::ﬁi::t?: Pegfh'd lkan A -y di Sakols Um'umb i: 1
e aiien i a]FZ:;n idikan agama di sekolah berfungs! sc]a- agm.ﬂ;l
didik seoptimal mungkin 2 aan lfep.ada Allah SWT serta _akhlak mulia peserta

: | mungkin, 2) penanaman nilaj a; bagai pedoman mencapal

S _ jaran Jslam sebagal p
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat 3) : tal peserta didik terhadap
lingkungan fisik dan sosial, 4) perbaik : k Petjeamn e ahan-kelemahan
peserta didik dalam keyakin, p & es_a]ahan.kesalahan, o idien 1
_ *Kinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehan-
hari, 5) pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari, 6)
e s e e e (Olam ot e
1fi penyaluran untuk mendalami pendidikan agama
ke lembaga pendidikan yang lebih tingg;
11 toae s o e o, penrath
an menyebabkan

terhadap s'egala. aspek yang berhubungan dengan ILMJJgkataI[: kualitas pendidikan
agama (bauk dari segi regulasi, penambahan dan perbaikan fasilitas, penambahan jumlah
Jd a;li, E:;{mmgtztirr; El:tu dan kompetensi guru dan sebagainya) akan semakin meningkat

Sementara itu permasalahan-permasalahan pelaksanaan pendidikan agama di
St?kolah dapat dikategorikan dalam berbagai aspek:'Pertama, hasil yang
dlhar?pkan.Rumusan tujuan pendidikan agama yang terangkum dalam kata
“meningkatkan iman dan takwa” merupakan hal yang masih sangat luas.Unsur
ketakwaan yang mana yang perlu dicapai secara khusus pada masing-masing jenjang
pendidikan (dari SD-PT) perlu dirumuskan mengingat keterbatasan waktu, fasilitas
dan kondisi lingkungan serta spesifikasi jenis dan tingkatan sekolah tertentu. Kedua
Materi dan alokasi waktu.Luasnya ruang lingkup materi pendidikan agama Islam jik:;
dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia (2 jam pelajaran perminggu) tidak
ﬁ?f I:llsa j’dltl.mtaskan apalagi kalau dihubungkan dengan konsep belajar tuntas (mastery

ning).

Permasalahan luasnya materi pelajaran agama di sekolah dengan minimnya
alokasi waktu yang tersedia dapat diatasi dengan berbagai upaya antara lain: penekanan
kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dalam bentuk habitvalisme atan kegiatan-
kegiatan pembiasaan seperti pembiasaan pengucapan salam, pembiasaan salat zuhur
berjamaah, pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran oleh guru-guru ya
beragama Islam dan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek sebelum dan sesﬁd?}%
pembelajaran. Dan upaya lainnya adalah pengintegrasian nilai-nilaj agama pada seluruh
mata pelajaran atau bidang studi oleh semua guru yang beragama Islam

Ketiga, Siswa sebagai peserta didik.Analisis faktual menup; ot
di sekolah terutama pada sekolah lanjutan terdiri dari latar bgll;l;cl;?lgk;;: 15;:15“'3
bervariasi mulai dari latar belakang sekolah asal, kondisi keluarga sampai penggalalf:;

Muhaimin, Pengembangan ..., hal. 40
% Abdurrahman Saleh, Pendidikan ..., hal. 25-28
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¢ seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi para gury a

keagamaan.Kond! gama g,

menjalankan tugasny? umuk’ n;fng):}:::aikan- program pengajaran dalam

endidikan agama SamKEEe D v Siswa Keteribatan orangtua daay
E-.cmbcrhasilkﬂn program pembe F}_Laur;n agama memhk: peranan yang cukup shateg-ka
Kondisi orangtua Yang cukup S1buk sehingga tidak memiliki wakty luang ypp
memantau proses belajar anaknya di (;11rnah (termasuk pendidikan agama) memllaka:
permasalahan yang cukup srlus pada masa sckarang ini.

Kelima, lingkungan pend{dlkan.Pmses internalisasi nilai-nilai agama yan
dilakukan di sekolah sering kali kontradiksi dengan fakta yang terjadi di tcngaE
masyarakat, sehingga peserta dldlk mengalami kebingungan untuk menentukan p; lihag
di antara kontradiksi yang terjadi antara nilai-nilai ideal yang ditanamkan dj Sekolgh
dengan fakta-fakta sosial di Fengah masyarakat. Keenam, guru agama.Permasalapyy
yang sering terjadi mengenal gurtl agama adalah masalah rasio guru agama dengy,
jumlah siswa, kualitas dan kaPaSltas kBl]lTlll&!] guru agama, masalah profesionaligma
guru agama, dualisme birokrasi pengelola pendidikan (K ementerian Pendidikan Nasiggs|
dan Kementerian Agama), dan sebagainya.

Ketujuh, metodologi. Kelemahan pendidikan Islam dalam aspek metode dapat
diidentifikasi sebagai berikut: a). kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang
kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-
nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, b). kurang dapat
berjalan bersama dengan program-program pendidikan non agama, c). kurang
mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang
ilustrasi konteks sosial budaya, atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah,
dalam keseharian.®

Apa yang digambarkan ini hanya merupakan sebagian kecil dari persoalan-
persoalan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, apabila ditelusuri lebih lanjut akan
ditemukan berbagai kendala yang merupakan permasalahan-permasalahan yang
menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Diakui bahwa
terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, baik yang
bersifat intemal maupun eksternal Kesulitan internal, berasal dari sifat bidang studi

Pendidikan Agama Islam itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisika
dan bersifat abstrak, atau menyangkut hal-hal yang bersifat supra-rasional. Sedangkan
kesulitan eksternal berasal dari luar bidang studi Pendidikan Agama Islam itu sendirl
antara lain menyangkut dedikasi guru PAI mulai menurun, lebih bersifat transaksional
dalam bekerja, orangtua di rumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agamd
anaknya, orientasi tindakan semakin materialistis, orang semakin bersifat rasional, orang
semakin bersifat individualis, kontrol sosial semakin melemah dan lain-lain.

Penutup

 Dinamika perkembangan pendidikan agama terus-menerus mendapat perhatia?
dari seluruh masyarakat Indonesia, perhatian itu bukan saja datang dari kelompok
masyarakat dan pemeluk agama saja tetapi juga dari pemerintah sebagai penyelenggard

¥Muhaimin, Pengembangan ... , hal. 27
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pendidikan termasuk pendidikan agama dan keagamaan. Respon dan perhatian (erhadap
L hanyaknyaundang-

penyelenggaraan pendidikan agama di sckoluly inj an
undang dan peraturan yang dikclll;lrkal::ﬂ:ll::]:mdlhzl::::::;: cii?fk Indoncsia merdeka
sampai sekarang yang mengatur pelaksanaan gz::jmikan agama di sckolah umum.
F“" ptlcmmrun pc_ry;dnng-undﬂngﬂn yang ada scnantiasa mengalami perkembangan
cc arah yang positif sehingga 3 ‘g : mengalami

perbaikan tahun demi 1ahuis.; EsSSSt pendidikan agame diagkolet :

Perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama
segenap bangsa Indonesia ketika ajaran agama mampu menan
upaya sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin mengubah
yang berlandaskan agama menjadi idiologi komunis yang anti agama.

Undang-undang paling mutakhir yang mengatur tentang pendidikan agama di
sckolah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang- undang ini dinyatakan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Upaya mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia tidak akan tercapai apabila mengabaikan peran
pendidikan agama di sekolah, karena sebagian besar anak Indonesia usia sekolah
mengenyam pendidikan pada sekolah-sekolah umum (SD, SMP, SMA dan Perguruan

Tinggi Umum).

semakin dirasakan oleh

gkis dan menggagalkan
dasar dan haluan negara
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